BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hak reproduksi
perempuan di dua desa wilayah kerja puskasmas Ngampel belum
sepenuhnya terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi
pasien tersebut:

a. Semua tenaga kesehatan termasuk bidan tidak memberikan
informasi tentang hak reproduksi perempuan sehingga
responden yang tidak memahami hak reproduksi perempuan dan
tidak dapat menggunakan hak reproduksinya

b. Pasien yang mengunakan Jampersal tidak mendapatkan
informasi dan pelayanan kesehatan terutama tentang hak
reproduksi perempuan yang memadai

c. Pelayanan pada Jampersal diberikan kepada semua ibu yang
melahirkan tanpa ada batasan anak ke berapa

d. Semua pasien yang ingin menggunakan program Jampersal

harus memakai alat kontrasepsi jangka panjang
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2. Pelanggaran hak reproduksi perempuan terkait dengan

pelaksanaan Permenkes 2562/Menkes/Per/X11/2011 tentang Juknis

Jaminan Persalinan

a.

Tidak pernah ada penyuluhan atau pendidikan kesehatan
khususnya tentang hak reproduksi perempuan di wilayah kera

puskesmas Ngampel

. Pasien merasa terpaksa menggunakan alat kontrasepsi yang

telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sepenuh hati

menerima manfaat dari program Jampersal

. Pasien tidak mendapatkan haknya untuk menerima informasi

yang berkaitan tentang hak reproduksi perempuan

. Pasien tidak diberi kebebasan untuk memilih alat kontrasepsi

yang diinginkan, kebanyakan keputusan tentang pemakaian alat

kontrasepsi diputuskan oleh tenaga kesehatan

. Pasien yang ingin menggunakan program Jampersal harus ikut

KB jangka panjang
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B. SARAN

1. Pemerintah

a.

Dalam membuat kebijakan terutama tentang kesehatan
diharapkan mengutamakan hak-hak kesehatan reproduksi
perempuan dan tidak hanya mengejar target peserta KB
Peraturan tentang hak-hak reproduksi khususnya bagi
perempuan sebaiknya diatur dalam undang-undang kesehatan
sehingga dapat dibuat acuan bagi tenaga kesehatan dan
masyarakat pada umumnya

Program jaminan persalinan sebaiknya diberikan kepada
keluarga tidak mampu atau miskin saja supaya jaminan yang

didapat lebih maksimal

. Sebaiknya pendidikan hak reproduksi sudah diberikan dari SD

atau SLTP

2. Dinas Kesehatan Kota

a.

Dilakuakn pengontrolan jumiah angka kematian ibu dan bayi
selama ada program jaminan persalinan

Dilakukan evaluasi setiap saat agar diketahui berapa pasien
yang sudah mendapatkan program jaminan persalinan.
Pengeklaiman dana Jampersal tidak periu dipersulit agar

pelayanan kesehatan yang diberikan bidan maksimal
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3. Puskesmas

a. Dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi khususnya
hak reproduksi perempuan supaya masyarakat mengetahui
tentang hak-haknya

b. Untuk menurunkan AKI dan AKB diperlukan informasi kesehatan
yang maksimal sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam
menjaga kesehatannya

c. Setiap tindakan medik sebaiknya sebelum pelaksanaan

dilakukan informed consent terutama pada program Jampersal
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